
BUPATI MIMIRA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIRA

NOMOR     21    TAHUN2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARARAT

DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  77  ayat  (1)  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun  2018  tentang Badan
Layarian Umum Daerah, Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan   Umum   Daerah   diatur   dengan   Peraturan   Kepala
Daerah;

b.     bahwa  dalam  rarigka  pelaksanaan  pengadaan  Barang/Jasa
pada    BLUD    Puskesmas,    maka    perlu    diatur    mengenai
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD  Puskesmas di
Kabupaten Mimika;

b.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa pada Badan
Layanan   Umum   Daerah   Pusat   Kesehatan   Masyarakat   di
Kabupaten Mimika.

Mengingat     : 1.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan
Propinsi  Otonom  Irian  Barat  dan  Kabupaten  -  Kabupaten
Otonom  di  Propinsi  Irian  Barat  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   1969   Nomor   47,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.     Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,   Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten  Paniai,   Kabupaten  Mimika,   Kabupaten  Puncak
Jaya dan Kota Sorong  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun    1999    Nomor    137,    Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 3894);
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3.     Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)  sebagaimana  telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2   Tahun   2021   tentang   Perubahan   Kedua   atas   Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021   Nomor   155,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6697);

4.     Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor
144,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5063);

5.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5494);

6.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undangundang Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7.     Undang-Undang   Nomor   36   Tahun   2014   tentang   Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);

8.     Undang -  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

9.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan  Umum  (Lembaran  Negara  Tahun  2012  Nomor  171
Tamb ahan       Le mbaran       N e gara       Repub lik       I nd o n e s ia
Nomor 5340);

10.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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11.   Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali  terakhir  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor   16  Tahun
2018   tentang   Perubahan   Kedua  Atas   Peraturan   Presiden
Nomor   54   Tahun   2010   tentang   pengadaan   Barang/Jasa
Pemerintah;

12.   Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa     Pemerintah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2018  Nomor 33);sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018
tentang     tentang     Pengadaan     Barang/Jasa     Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

13.   Peraturan Presiden Nomor  17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan
di    Provinsipapua    dan    Papua    Barat    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

14.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

15.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   79   Tahun   2018
tentang   Badan   Layanan   Umum   Daerah    (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

16.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  9  Tahun  2010
tentang Pengelolaan Barang Milik Dearah  (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :        PERATURAN     BUPATI      MIMIKA     TENTANG     PENGADAAN
BARANG/JASA   PADA   BADAN   LAYANAN    UMUM    DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Mimika
2.   Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  memiliki
kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Mimika.
4.   Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
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5.   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala   Satuan   Perangkat   Daerah   yang   memiliki   tugas   melaksanakan
pengelolaan  keuangan  daerah  dan  bertindak  sebagai  Bendahara  Umum
Daerah.

6.   Dinas  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut  Dinas  adalah  Dinas  Kesehatan
Kabupaten Mimika.

7.   Kepala  Dinas   Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut   Kepala  Dinas   adalah
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.

8.   Badan  Layanan  Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BLUD  adalah
Satuan Kelja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kelja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang
dijual    tanpa   mengutamakan    atau    mencari   keuntungan,    dan    dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9.   Pola  Pengelolaan  Keuangan  BLUD  yang  selanjutnya  disingkat  PPK-BLUD
adalah  pola  pengelolaan  keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas  berupa
keleluasaan  untuk  menerapkan  praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

10. Pejabat  pengelola  BLUD   adalah  pemimpin  BLUD  yang  bertanggungjawab
terhadap  kinerja  operasional  BLUD  yang  terdiri  atas  pemimpin,   pejabat
keuangan dan pejabat teknis pada BLUD;

11. Puskesmas   adalah   sarana  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan dan gawat darurat;

12. Fleksibilitas   merupakan   keleluasaan   untuk   menerapkan   praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka  memajukan   kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan
bangsa,  sebagai  pengecualian  dari  ketentuan  pengelolaan  keuangan  daerah
pada umumnya;

13. Unit Pengadaan adalah Unit pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang
dibentuk   oleh   Pemimpin   BLUD   yang   ditugaskan   secara   khusus   untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD;

14. Kelompok Kerja Unit Pengadaan  adalah kelompok kerja pada Unit Pengadaan
yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;

15. Penyedia  barang/jasa  adalah  badan  usaha  atau  orang  perseorangan  yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa;

16. Pejabat  Pembuat  Komitmen  selanjutnya  disingkat  PPK  adalah  pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Maksud dan Thjuan

Pasal 2

Peraturan  Bupati  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  pedoman  bagi  BLUD
Puskesmas untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan
pengadaan  barang/jasa  agar  tercapai  prinsip  pengadaan  barang/jasa  secara
efektif,  efisien,   transparan,   bersaing,  adil/tidak  diskriminatif,  akuntabel  dan
praktek bisnis yang sehat.
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Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang   lingkup   Peraturan   Bupati   ini   meliputi   pengadaan   barang/jasa   di
lingkungan BLUD  Puskesmas yang menggunakan anggaran belanja BLUD yang
bersumber dari :
a.  Jasa layanan;
b.  Hibah;
c.  Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d.  Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB 11
F`LEKSIBILITAS

Pasal 5

Puskesmas   sebagai   BLUD   dapat   diberikan   fleksibilitas   berupa   pembebasan
sebagian  atau  seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektifitas dan/ atau efisiensi.

Pasal 6

(1)    Fleksibilitas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  berupa  jenjarig  nilai
pengadaan   barang/jasa   di   luar   dari   ketentuan   yang   berlaku   pada
pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2)    Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.   Pengadaan barang, yaitu:

1.   Perbekalan  Farmasi  (obat,  bahan  obat,  bahan laboratorium/reagen,
bahan habis pakai medis dan gas medis);

2.   Pengadaan alat medis;
3.   Pengadaan barang modal;
4.   Pengadaan peralatan kantor dan lainnya;
5.   Pengadaan bahan makan pasien.

b.   Pengadaan jasa konsultansi non konstruksi.
c.   Pengadaan jasa lainnya, yaitu :

1.   Jasa pelayanan kebersihan;dan
2.   LJasa keamanan.

BAB Ill
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Jenjang  nilai  pengadaan  barang/jasa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6
terdiri dari :
a.  Pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp.loo.000.000,-(seratus juta

rupiah),  dapat  dilaksanakan  dengan  metode  belanja langsung dengan  bukti
pembelian berupa kuitansi disertai meterai secukupnya;

b.  Pengadaan  barang/jasa  dengan  nilai  diatas  Rp.loo.000.000,-  (seratus juta
rupiah)   sampai  dengan  Rp.300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah),  dapat
dilaksanakan dengan metode penunjukkan langsung;

c.  Pengadaan  barang/jasa  dengan  nilai  di  atas  Rp.300.000.000,OO  (tiga  ratus
juta  rupiah)  dilakukan  dengan  metode  pelelangan  dengan  Kelompok  Kelja
Unit Pengadaan LPSE Pemerintah Kabupaten Mimika.
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Pasal 8

Pengadaan  barang/jasa  yang  sebagian  atau  seluruhnya  bersumber  dari  dana
APBN/APBD    dilaksanakan    berdasarkan    ketentuan    peraturan    perundang-
undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 9

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat
dapat  dilakukan  dengan  mengikuti  ketentuan  pengadaan  dari  pemberi  hibah,
atau  mengikuti  ketentuan  pengadaan  barang/jasa  yang  berlaku  bagi  BLUD
sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 10

Pengadaan  barang/jasa  harus  dapat  menjamin  ketersediaan  barang/jasa yang
lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat
serta  mudah  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  untuk  mendukung  kelancaran
pelayanan BLUD.

BAB IV
PELAKSANiIAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal  1 1

(1)    Prosedur  pengadaan  barang/jasa  pada  BLUD  dilaksanakan  berdasarkan
ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

(2)    Pelaksanaan       pengadaan       barang/jasa       dilakukan       oleh       Pejabat
Pengadaan/Kelompok   Kelja   Pengadaan   pada   Unit   yang   dibentuk   oleh
Pemimpin BLUD.

(3)    Pejabat  Pengadaan/Kelompok  Keria  pengadaan  terdiri  dari  personil  yang
memenuhi    persyaratan   yang    ditetapkan    oleh    peraturan    perundang-
undangan  yang  berlaku  dan  memahami  tata  cara  pengadaan,  substansi
pekeljaan/ kegiatan yang bersangkutan dari bidang lain yang diperlukan.

BABV
PELAPORAN

Pasal 12

(1)    Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Kepala  Dinas  Kesehatan  mengenai  proses  pengadaan  barang/jasa  pada
setiap akhir tahun anggaran.

(2)    Laporan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   disertai   dengan   data
mengenai jenis, jumlah, type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.

(3)    Bupati melalui  Kepala Dinas  Kesehatan  atau  pejabat yang ditunjuk dapat
melakukan   klarifikasi   dan/atau   veriflkasi   atas   laporan   sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan  proses  pengadaan  barang/jasa  di  BLUD  Puskesmas  dilaksanakan
oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Mimika.

Pasal 14

Pengawasan    pelaksanaan    pengadaan    barang/jasa    di    BLUD    Puskesmas
dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  ini  sepanjang menyangkut
teknis  pelaksanaannya,  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan  Pemimpin
BLUD tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Dana BLUD.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
padatanggal,   4  Juli  2022

BUPATI MIMIKA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 4  Juli  2022

Pj.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIRA
ttd

JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH RABUPATEN MIMIRA TAHUN 2022 NOMOR 25


